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Abstrak: Budaya Sipallambi’ dalam Praktik Bagi Hasil. Studi ini be-
rupaya mengkaji sistem bagi hasil berbasis budaya sipallambi’. Metode 
yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pihak kerukunan 
Keluarga Bastem sebagai informan. Hasil studi menunjukkan bahwa 
sistem pembagian hasil panen yang dilakukan petani penggarap bukan 
semata-mata digunakan untuk memberikan atau membantu orang lain 
agar mendapatkan pendapatan. Sistem ini ditujukan untuk memberi-
kan kemaslahatan untuk kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. 
Pembagian hasil harus diutamakan keadilan di dalamnya. Budaya si-
pallambi’ (tolong-menolong) menjadi landasan bagi masyarakat tersebut.
 
Abstract: Sipallambi’ Culture in Profit Sharing Practices. This study 
seeks to examine the profit-sharing system based on sipallambi’ culture. 
The method used is descriptive qualitative with the Bastem family harmo-
ny as the informant. The results of the study show that the harvest-sharing 
system implemented by smallholders is not solely used to provide or help 
other people to earn income. This system is intended to provide benefits 
to both parties who make the agreement. The distribution of results must 
prioritize justice in it. Sipallambi culture ‘(mutual help) becomes the foun-
dation for this community.

Sistem bagi hasil dalam perkembangan 
akuntansi selama ini dikenal dengan sistem 
yang diperkenalkan oleh investasi pada bank 
syariah. Namun, dalam perkembangan-
nnya bagi hasil memudarkan makna sya-
riahnya setelah masyarakat menginvesta-
sikan dananya dengan tujuan utama adalah 
mendapatkan hasil sebayak-banyaknya. 
Bagi hasil dan besarannya ditentukan oleh 
pihak pengelola tanpa kesepakatan akad se-
belumnya tentang besaran hasil yang akan 
diterima dalam hal seperti ini tingkat trans-
paransi dan makna syariah menjadi hilang 
dengan tujuan kapitalis dan asimetri infor-

masi telah masuk dalam inti bisnis. Sistem 
bagi hasil diharapkan lebih membantu ma-
syarakat Indonesia dalam meningkatkan 
kesejahteraannya (Archer et al., 2010, Warr, 
2014). Perkembangan sistem bagi hasil da-
lam akuntansi modern dimulai dari dunia 
bisnis perbankan syariah. Namun, beberapa 
kegiatan masyarakat secara tradisional yang 
belum banyak ditulis dalam ilmu akuntansi 
adalah sistem bagi hasil yang sejak lahirnya 
masyarakat adat juga sudah melekat ilmu 
akuntansi di dalamnya yang bebas dari nilai-
nilai kapitalisme. Dalam masyarakat adat 
juga pernah hadir sistem feodalisme yang 
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dianggap menjajah hak mereka. Pergeseran 
nilai akad bagi hasil menjadi masalah dalam 
perkembangan ilmu akuntansi. Bagi hasil 
yang didasarkan pada materi semata akan 
menjadikan permasalahan kapitalisme se-
bagai hal yang merusak tatanan dalam ma-
syarakat adat. 

Pemilik lahan seakan bersifat seperti 
feodalisme dan penggarap yang punya ka-
kuatan memburu materi. Namun, dengan 
masuknya nilai-nilai lokal memberikan ke-
nyamanan kepada pihak pemilik lahan dan 
penggarap melaksanakan kerja sama de-
ngan menjunjung tinggi nilai-nilai yang se-
cara turun temurun melekat pada mereka. 
Salah satu desa adat seperti Desa Ulusalu 
masih melakukan kegiatan pertanian yang 
menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai 
adat dalam setiap kegiatan sehari-harinya 
dan tidak seperti banyaknya kerjasama yang 
tanpa didasari nilai keraifan lokal malah me-
nimbulkan konflik karena mengutamakan 
pentingnya materialistik. Masyarakat adat 
di wilayah kabupaten Luwu yang berada di 
pegunungan Latimojong desa Ulusalu ma-
sih hidup dengan mata pencaharian sebagai 
petani sawah dan kebun. Baik pemilik lahan 
maupun penggarap memiliki keterbatasan 
sumber daya, maka antara pemilik tanah 
dengan penggarap saling membutuhkan dan 
membuat kesepakatan kerja sama agar la-
han sawah tidak menganggur. Hal tersebut 
untuk menjaga ketersediaan pangan dan 
pertanian juga sebagai sumber penghasilan 
bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuh-
annya.

Pengolahan pertanian dapat dilakukan 
dengan menggunakan falsafah dari leluhur 
sebagai budaya yang sudah melekat dan 
mereka lakukan sejak leluhur. Selain ber-
gotong royong mengerjakan sawah siapa saja 
yang terbatas tenaga kerjanya ada juga sial-
lo dalam artian saling bergantian mengerja-
kan lahan untuk dikelola. Selanjutnya, ada 
juga lahan yang dikelola secara mandiri oleh 
pemilik. Di samping itu, cara lain dalam 
mengelola lahan pertanian adalah de ngan 
cara meminjamkan kepada masyarakat 
sekitar baik yang memiliki hubungan keke-
rabatan maupun. Lahan yang dikelola oleh 
pihak kedua dengan menggunakan sistem 
pembagian hasil sesuai kesepakan antara 
pemilik lahan dan penggarap sawah (massa-
ro) untuk membagi keuntungan atas lahan 
yang tidak dikelola oleh pemilik lahan. Hal 
tersebut dapat dilakukan karena perminta-
an penggarap yang butuh lahan atau karena 

pemilik lahan tidak mampu lagi menggarap 
lahannya. Pemilik dan penggarap memiliki 
itikad yang sama agar lahan pertanian lebih 
produktif untuk mendapatkan pendapatan. 

Selama ini penelitian tentang akun-
tansi, khususnya syariah, hanya menggam-
barkan sistem bagi hasil pada perbankan 
syariah tanpa menggambarkan nilai-nilai 
lokal yang terkandung di dalamnya. Bah-
kan, pada dasarnya hanya mengutamakan 
bisnis dengan target materi yang akan di-
capai. Secara umum bisnis mengutamakan 
profit tetapi sipallmbi’ mengutamakan rasa 
tolong menolong dan keadilan. Masyarakat 
adat sangat menjunjung tinggi kebiasaan 
atau budaya dari leluhur yang mereka pa-
ham i sebagai pappaseng toriolo yaitu menda-
hulukan rasa saling menolong dibandingkan 
dengan keuntungan atau hal lain. Makna 
paseng adalah mutlak kita untuk selalu si-
pallambi baik dalam keluarga maupun se-
sama dalam masyarakat. Berbeda dengan 
penelitian sebelumnya yang dapat membe-
rikan kemaslahatan secara luas, penelitian 
ini baru menggambarkan manfaat di antara 
kedua belah pihak. Selain sistem budaya si-
pallambi’ akad kerja sama juga berkembang 
dalam akuntansi syariah dalam pandangan 
Islam yaitu musaqah, mukhaba rah, dan mu-
zara’ah. Dalam akad musaqah petani hanya 
merawat tanaman yang ada di dalam lahan 
pemilik tanah tanpa menanam lagi di tanah 
tersebut. Pembagian hasilnya dilakukan saat 
tanaman tersebut panen. Dalam hal pemba-
gian hasil dari taman tersebut dibagi sesuai 
dengan kesepakatan awal. Terdapat hukum 
dalam melakukan akad musaqah yang ha-
rus diperhatikan sehingga penggarap dan 
pemilik tanah yang melakukan kerjasama 
sesuai dengan prinsip Islam. Sistem budaya 
sipallambi’ juga ditunjang dengan adanya 
keihklasan salah satu pihak untuk mapal-
lambi’ yang berarti membantu (Jamaa, 
2018; Jayasinghe & Uddin, 2019; Rolitia et 
al., 2016; Siregar, 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengkaji fenomena bagi hasil dalam sistem 
pertanian yang dianut dalam kehidupan 
masyarakat adat Ulusalu dan nilai-nilai 
keraifan lokal ke dalam ilmu akuntansi syari-
ah. Budaya akan mempengaruhi lingkungan 
dan kepemimpinan seseorang atau kelom-
pok secara sosial. Beberapa pesan untuk sa-
ling membantu (sipallambi’), tidak serakah 
(sitinajanna), bersyukur (kurresumanga’), 
berbakti, berusaha, dan bertawakkal (madd-
araring) ini adalah beberapa prinsip dalam 
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budaya dan kehidupan sehari-hari yang 
menggambarkan konsep syariah. Dalam 
makna tersebut setelah saling membantu, 
mengambil hak yang sesuai, lalu bersyukur 
kepada Allah, beribadah, dan bertawakkal 
kepada sang pencipta agar yang diusahakan 
menjadi berkah. Hal-hal seperti ini yang te-
lah banyak ditinggalkan dalam konsep dan 
aplikasi secara umum tetapi dalam mas-
yarakat adat Ulusalu masih terjaga dengan 
baik. Segala usaha akan berhasil jika dikem-
balikan atas niat usaha dan mengharap ber-
kah dari sang pencipta sehingga hasil yang 
diperolah dapat digunakan dengan baik dan 
bermanfaat bagi kemaslahatan. Manfaat te-
oritis adalah akan memberi pengembang-
an penelitian secara konseptual tentang 
sistem pembagian hasil panen sawah yang 
dilakukan oleh masyarakat adat tetapi tidak 
bertentangan dengan pandangan religius. 
Manfaat praktis adalah memberi pandang-
an kepada para petani dan pemilik lahan 
tentang cara pengelolaan efektif dan saling 
memberi manfaat kepada pemilik dan peng-
garap. Pertalian makna antara budaya masa 
lalu dan persfektif Islam ini sesuai dengan 
falasafah yang dipegang teguh oleh kedatu-
an Luwu yang memayungi masyarakat adat 
di Luwu termasuk Ulusalu dengan falsa-
fah “Pattuppu Ri Ade’E Pasanre Ri Sara’E” 
ini mengandung makna secara tata kelola 
teknis disesuaikan dengan adat yang ber-
laku pada masyarakat adat di desa tersebut 
dan tidak boleh bertentangan dengan agama 
yang mereka anut.
 
METODE

Penelitian ini dilakukan dengan wa-
wancara langsung dengan beberapa infor-
man dan untuk memperkuat data informan 
peneliti melakukan diskusi dengan grup 
kerukunan yang di dalamnya terdapat tokoh 
masyarakat. Peneliti mengumpulkan data 
dari informan. Informan yang mengungkap-
kan sistem kerja sama yang mereka gunakan 

dalam kegiatan bagi hasil dalam bidang per-
tanian dan pengetahuan mereka tentang 
sistem bagi hasil yang digunakan dalam Is-
lam. Penting bagi peneliti untuk memahami 
mindset informan yang diteliti untuk mema-
hami pola pikir dari pengalaman informan 
terkait dalam melakukan kerja sama.

Pendekatan penelitian dengan me-
ngumpulkan berbagai informasi dari ba nyak 
sumber mengenai pola dan perilaku dari 
subjek yang dijadikan fokus dalam peneli-
tian dalam periode tertentu (Sallee & Flood, 
2012). Data penelitian diperoleh dari ber-
bagai sumber dengan menggunakan teknik 
pe ngumpulan data comparative analisis 
dengan tujuan mendapatakan keakuratan 
data hasil dapat diklaim layak. Data diper-
oleh dengan wawancara dan pengamatan 
langsung oleh peneliti untuk memperoleh 
keakuratan data dan pemaknaan tentang 
sipallambi’ (Kara & Pickering, 2017; Lee, 
2012).

Data yang diperoleh direduksi dengan 
membuat abstraksi dan pemodelan yang 
ditemukan setelah analisis data. Penelitian 
ini dilakukan pada keluarga petani sawah 
dengan kategori petani yang melakukan 
bagi hasil setelah panen (petani penggarap). 
Fenomena sistem penggarap dan bagi hasil 
ini masih banyak ditemukan di Desa Ulusa-
lu. Menggarap sawah dengan bagi hasil di-
anggap lebih memudahkan dan membantu 
ekonomi keluarga.

Analisis data dilakukan dengan me-
reduksi data dalam hal ini merangkum ser-
ta menentukan focus, pokok-pokok tema, 
dan pola data yang diperoleh dari lapangan 
(Chivanga, 2016;  Helle-Valle & Borchgre-
vink, 2018). Selanjutnya, penulis melaku-
kan pe nyajian data dengan penarikan sim-
pulan baik dalam bentuk naratif maupun 
dalam bentuk bagan dari catatan lapangan. 
Data diperoleh dengan melakukan wawan-
cara dan observasi, Informan yang merupa-
kan sumber data dalam penelitian ini adalah 

Tabel 1. Daftar Nama Informan (Samaran)

Informan Pekerjaan
Sena Petani Sawah
Melda Petani Sawah
Lisa Pemilik Lahan

Tangdu Tokoh Adat
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petani sawah, pemilik lahan, dan tokoh adat. 
Adapun informan yang dilakukan wawan-
cara disajikan pada Tabel 1. 

Tahapan selanjutnya merupakan pe-
maknaan dan interpretasi data oleh penulis 
menjadi tulisan ilmiah dengan menurun-
kan ke dalam teori ilmiah. Setelah membuat 
laporan penelitian, peneliti melakukan tahap 
akhir penelitian dengan membuat sebuah 
simpulan dari konsep yang telah ditemu-
kan menjadi sebuah simpulan hasil peneli-
tian yang relevan dengan data. Segala jenis 
data yang diperolah dapat dipertanggung-
jawabkan dan benar-benar valid. Selanjut-
nya semua pengolahan data dan penulisan 
dilakukan oleh penulis dan dilanjutkan pada 
dikusi grup pada bidang penelitian dan be-
berapa peneliti pecinta budaya dan ekonomi 
desa. Tahapan tersebut disajikan pada Gam-
bar 1.

Tahapan identifikasi sumber data, 
reduksi data, triangulasi, dan simpulan. 
Tahap an akhir adalah penarikan simpul-
an baik dalam bentuk narasi, pemaknaan, 
maupun model bagan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Petani melakukan kerja sama untuk 

menggarap sawah pada setiap desa memi-
liki sistem dan konsep yang berbeda. Tata 
caranya serta kesepakatannya pun masing-
ma sing berbeda sehingga peneliti melihat 
bahwa keunikan dari konsep yang dimiliki 
di Desa Ulusalu secara turun temurun ini 
adalah sebuah nilai kearifan lokal yang per-
lu dilestarikan (Bayboltaeva et al., 2015; Bi-
agini et al., 2020; Matsubara & Endo, 2018; 
Sulasno et al., 2020). 

Masyarakat adat dalam pengelolaan la-
han pertanian ada yang mengerjakan secara 
mandiri ada juga yang menyewa pekerja 

dengan gaji harian serta model kerja sama 
bagi hasil dalam waktu jangka panjang. 
Dasar atau asas kerja sama dalam ma-
syarakat adat ini adalah sipallambi’ dengan 
maksud bahwa dalam memberi lahan kepa-
da yang tidak memiliki lahan untuk diolah 
sama dengan membantu mereka. Begitu 
pula bagi pemilik lahan yang tidak mampu 
menggarap sendiri lahannya juga akan me-
rupakan bantuan meskipun hasil dari kerja 
sama ini akan mereka bagi sesuai kesepa-
katan. Bahkan, beberapa penggarap dalam 
hasil wawancara mengatakan bahwa “saya 
menggarap sawah ini mulai dari orang tua si 
pemilik hingga dia meninggal dan turun ke 
ahli warisnya dan mempercayakan kepada 
saya untuk tetap menggarap”.

Masyarakat adat pegunungan memili-
ki mata pencaharian bertani di ladang dan 
sawah. Hanya sebagian kecil masyarakat 
yang tinggal di desa sebagai pedagang dan 
pegawai. Tatanan kehidupan yang dijalan-
kan agar bernilai ekonomi adalah dengan 
barter atau kerja sama dan berbagi sum-
ber daya dengan tata cara mereka sendiri. 
Masyarakat adat yang tinggal di wilayah 
kota, tatanan kehidupannya lebih mod-
ern tanpa meninggalkan falsafah tersebut. 
Pada dasarnya falsafah yang ditegaskan 
tersebut menjadi pedoman untuk menja-
ga ke seimbangan dalam bertransaksi mes-
ki cara transparansi mereka juga sangat 
berbeda dengan yang sudah modern kare-
na kemajuan jaman bukan menjadi senja-
ta pemusnah bagi budaya lokal tetapi bu-
daya lokal menjadi penguat bagi aplikasi 
dan tata cara implementasi dari berbagai 
inovasi yang datang. Falsafah ini sangat 
medukung perkembangan ilmu akuntansi 
syariah karena dalam falsafah ini terkand-
ung makna bahwa segala sendi kehidupan 

Sumber Data:

• Percakapan dengan 
informan

Simpulan dan Temuan Penelitian

Reduksi Data:

Koleksi data
Seleksi
Koding 

Triangulasi Data:

• Wawancara
• Observasi

Gambar 1.Tahapan Analisis Data
Sumber: Milles & Huberman (1994) dengan Modifikasi

Rahmawati, Yusuf, Budaya Sipallambi’ dalam Praktik Bagi Hasil 389



masyarakat adat baik ekonomi, pertanian, 
maupun sosial harus bersandar pada syari-
at agama sehingga hal-hal yang secara adat 
tidak jauh bertentangan dengan apa yang di-
tuntut dalam ilmu akuntansi syariah. Hanya 
saja jaman ekonomi modern yang membawa 
beberapa pengaruh kapitalis yang masuk 
ke dalam masyarakat dan falsafah serta ke-
arifan lokal tersebut yang menjadi pelindung 
dan pengayom masyarakat (Alem, 2020; Ha-
fid, 2016).

Sistem kapitalis hampir di semua ma-
syarakat Indonesia yang menjalankan bisnis 
dipengaruhi oleh sistem tersebut, kecuali 
masyarakat yang memiliki sistem adat yang 
kuat dan memiliki prinsip yang kuat dan 
melaksanakan secara konsisten yang dapat 
terhindar dari sistem tersebut. Ba nyak nor-
ma dalam masyarakat yang perlu diperta-
hankan karena menjadi nilai dan ciri khas 
menjadi pengikat persaudaraan di antara 
mereka dan menjadi dasar dalam meng-
ambil keputusan baik dalam kehidupan 
bisnis, pertanian, maupun kehidupan sosial 
lainnya. Masyarakat adat mengutamakan 
ketenangan kehidupan sosial yang nyaman 
dibandingkan bisnis yang bersifat kapitalis 
atau yang dapat membuat keretakan di an-
tara mereka. Hal-hal yang bersifat ekster-
nal dapat disaring dengan niali-nilai yang 
mereka anut yang menjadi kebiasaan me-
reka tanpa harus menjadikan konflik sosial.
Nilai atau norma dalam masyarakat adat 

berfungsi menjadi perekat, penyaring, pe-
lindung bahkan menjadi dasar pengambilan 
keputusan dalam kehidupan sosial mereka 
(Indrayani & Harkaneri, 2019; Nahar & Yaa-
cob, 2011; Ndemewah et al., 2019; Syahyuti, 
2016).

Kerangka untuk mengurai sistem 
bagi hasil dalam Islam. Secara garis be-
sar, sistem bagi hasil dalam pandangan Is-
lam terjadi pada Gambar 2. Berdasarkan 
Gambar 2, terdapat suatu hubungan kerja 
sama, khususnya pada sistem pembagian 
hasil panen. Tingkatan kerja sama dalam 
ma syarakat biasa disebut gadai atau sewa 
lahan.

Masyarakat adat Ulusalu’ mengenal 
hubungan tersebut dengan tiga tahapan, 
yaitu mentode, siallo, dan massaro. Dalam 
hal ini mereka yang memiliki lahan saling 
bergantian membantu mengerjakan lahan 
pertanian dengan tujuan pengeloaan la-
han pertanian lebih efisien. Namun, dari 
ketiga jenis kerja sama ini mereka memili-
ki konsep sipallambi melakukannya karena 
maksud membantu yang lainnya baik dari 
sisi tenaga maupun dari sisi materi (Vel & 
Bedner, 2015). Nilai-nilai positif dari ke-
arifan lokal tersebut merupakan potensi dan 
modal dasar dalam pelaksanaan kehidupan 
sehari-hari (Alfian, 2013; D’Antoni & Mish-
ra, 2013; Mulawarman & Kamayanti, 2018; 
Soonthornchai, 2017; Suryanto, 2015; Yusof 
et al., 2015).  

Gambar 2.Sistem Bagi Hasil dalam Islam

Sistem 
Pembagian
Hasil panen

Musaqah Muzara’ah mukhabarah

Keadilan
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Mentode adalah bentuk kerja sama an-
tara pemilik dan petani penggarap dengan 
menghitung berapa luas lahan yang disele-
saikan. Dalam hal ini mereka yang memiliki 
lahan saling bergantian membantu menger-
jakan lahan pertanian dengan tujuan pe-
ngeloaan lahan pertanian lebih efisien 
(Alfian, 2013; D’Antoni & Mishra, 2013; Mu-
lawarman & Kamayanti, 2018; Soonthorn-
chai, 2017; Vel & Bedner, 2015; Suryanto, 
2015; Yusof et al., 2015). 

Siallo merupakan bentuk gotong royong 
dan kerja sama masyarakat dalam menger-
jakan sawah tetapi tidak menghitung bera-
pa luas lahan yang diselesaikan. Kerja sama 
ini lebih pada usaha menyelesaikan sawah 
misalkan menanam padi hingga selesai dan 
setelah itu baru berpindah ladang lagi ke la-
han pihak yang sudah membantu dari awal. 
Penyelesaian lahan tersebut tidak dibeban-
kan biaya apa pun oleh pihak yang mem-
bantu maupun pemilik lahan, tetapi secara 
sukarela pemilik lahan member makan dan 
lainnya sesuai jumlah orang yang datang 
mengerjakan sawah pada hari itu. Dengan 
metode seperti ini hari kerja atau waktu 
mengerjakan satu lahan biasanya sampai 
lima hari bisa lebih sedikit dengan metode 
ini bisa saja hanya dikerjakan sampai tiga 
hari saja. Sistem seperti ini dipercaya me-
ngandung makna sipallambi’ dan masih ada 
rasa tenggang rasa menurut masyarakat 
mereka merasa tidak nyaman tinggal di ru-
mah saja jika ada tetangga yang mengerja-
kan sawah atau menanam padi pada hari 
itu. Saat tetangga yang telah membantu 
tiba saatnya mengerjakan sawahnya, maka 
dengan sendirinya tetangga yang lain akan 
datang membantu agar lebih ringan beban 
kerjanya.

Massaro dalam hal ini dilakukan de-
ngan beberapa model ada massaro dengan 
mengerjakan semua lahan dari pemilik dan 
hingga panen baru mereka membagi hasil 

sawah. Ada pula massaro dilakukan hanya 
pada saat panen saja mereka datang mem-
bantu dan diberikan hasil papen hari itu 
sebagaimana kesepakatan bagi hasil. Se-
lain itu, massaro dalam bentuk upah uang 
juga meskipun ini lebih sedikit jumlahnya. 
Dari beberapa tipe kerja sama masyarakat 
ini pada dasarnya adalah adanya tenggang 
rasa, empati, dan kekeluargaan yang cukup 
tinggi. Bahkan, mereka tidak lagi memper-
masalahkan berapa upah yang mereka te-
rima. Namun, si pemilik juga dengan ikhlas 
memberi upah atau hasil sesuai dengan jerih 
payah penggarap. Beberapa contoh kasus 
penggarap membagikan hasil kepada pemi-
lik jika modal bibit dari penggarap (Malik et 
al., 2018; Mulawarman, 2020).

Sistem bagi hasil yang dilakukan ma-
syarakat pedesaan pada umumnya adalah 
berdasarkan kesepakatan bersama antara 
pemilik modal dan penggarap menurut hu-
kum adat setempat. Perjanjian bagi hasil 
yang terjadi biasanya dilakukan secara lisan 
dengan saling mempercayai antara sesama 
anggota masyarakat. Sebagai konsekuen-
si dari adanya perbedaan status sebagai 
petani pemilik modal lahan dengan petani 
penggarap dalam pengelolaan sebidang la-
han tentunya akan dibagi sesuai dengan 
kesepakatan masing-masing pihak dan ke-
biasaan-kebiasaan yang umum berlaku 
di suatu daerah (Ekaningsih et al., 2018; 
Thévenot et al., 2013).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sistem bagi hasil tidak hanya berbeda antara 
satu daerah dengan daerah lain. Namun, 
perbedaan juga terjadi antara satu petani 
dengan petani yang lain dalam satu daerah, 
sebagaimana yang terjadi di Desa Ulusalu. 
Sawah yang menganggur diberikan ke orang 
yang membutuhkan. Pada kondisi kita per-
lu sipallambi’. Ini juga tidak bertentangan 
dengan akuntansi (Abdil-Baki et al., 2013; 
Grzelak, 2016). Secara implementasi salah 

Gambar.3. Skema Sipallambi’

Pihak Pertama
(Mapallambi’)

Pihak Kedua
(Dipallambi’)

Kesepakatan Saling 
Membantu
(Sipallambi’)

Rahmawati, Yusuf, Budaya Sipallambi’ dalam Praktik Bagi Hasil 391



satu pemberdayaan adalah pemanfaatan 
lahan secara ekonomis agar pendapatan 
masyarakat lebih meningkat (Celidonio et 
al., 2019). Secara rinci, Sena menjelaskan 
sistem bagi hasil pada kutipan berikut ini.

“Kami kerja sawahnya sudah se-
puluh tahun dan saya tidak be-
rikan kepada orang lain kalau 
bukan Aji langsung yang ambil 
kembali atau anaknya karena 
dulu minta tolong dikerjakan. 
Semua kami yang tanggung biaya 
dan pemilik tinggal terima hasil 
saja bagiannya gabah tapi karena 
tidak ada yang angkut jadi kami 
bagi dulu baru dijualkan di tem-
pat tinggal terima uangnya saja” 
(Sena).

Sena berpendapat bahwa meskipun 
akan ada bagi hasil yang paling penting 
adalah saling membantu di saat-saat su-
lit. Berbagai metode yang ditemukan dalam 
bentuk kerja sama lahan baik lahan sawah 
maupun lahan kering yang paling banyak 
digarap dengan model seperti ini adalah 
sawah. Bahkan, masih banyak metode da-
lam masyarakat adat yang perlu digali kare-
na mungkin jarang ditulis padahal memberi 
manfaat secara efisien waktu dan hasil yang 

lebih maksimal. Dalam akuntansi modal 
u saha menjadi salah satu faktor penentu 
tetapi yang lebih penting dicermati sekarang 
adalah tata kelola yang lebih efisien sehing-
ga memberi hasil kepada pemilik tanpa ha-
rus mengerjakan sendiri.

Dari Gambar 3 kita lihat bahwa kedua 
belah pihak memiliki fungsi masing-masing. 
Pihak pertama sebagai pihak mapallambi’ 
dan pihak kedua sebagai pihak sipallambi’. 
Namun, setelah terjadi kesepakatan kerja 
sama dan saling melengkapi maka hal terse-
but dikenl dengan sistem sipallambi’

Lahan, bibit, dan pupuk bagi kedua 
belah pihak bisa ditanggung bersama. Kerja 
sama dan kesepakatan seperti ini ditemukan 
di masyarakat dikarenakan lahan terbatas, 
lahan sawah banyak dimiliki oleh bebera-
pa orang saja, sementara padi ladang wak-
tu panennya lebih lama dan lebih susah 
pengerjaannya. 

Gambar 4 menyajikan dasar sipallambi’ 
khususnya pada bidang pertanian. Ber-
dasarkan Gambar 4, terlihat pesan budaya 
gotong royong. Jika kita memiliki sesuatu 
yang lebih dan ada orang membutuhkan, 
maka kewajiban kita adalah mapallambi’ 
yang bermakna membantu. Sipallambi’ ada-
lah saling membantu antara dua belah pi-
hak dan saling menguntungkan (Rismawidi-
awati, 2017; Sairah, 2011).

Gambar.4. Dasar Budaya Sipallambi’ dalam Bidang Pertanian

Modal Lahan
(Pemilik)

Tenaga, Bibit, 
Pupuk

(Penggarap)

Kesepakatan Tata 
Kelola

Sipallambi’

Kerja Sama 
Pengolahan Sawah

Bagi Hasil
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 Sistem pembagian hasil panen yang 
dilakukan antara dua belah pihak ada-
lah melakukan kesepekatan di awal sebe-
lum membagi hasil pertanian ketika panen. 
Sistem bagi hasil pembiayaan biasanya dari 
pemilik tanah dan pengelolaan ditanggung 
oleh pemilik tanah seperti menyediakan bi-
bit dan pupuk. Biasanya pembiayaan yang 
di tanggung pemilik tanah pembagiannya 
dibagi tiga maka bagian dari pemilik tanah 
harusnya mendapatkan dua bagian dan 
penggarap mendapatkan satu bagian, atau 
pembagianya berdasarkan kesepakatan 
(Baehaqi et al., 2020; Purnamawati, 2018). 
Lisa mengungkapkan bahasa sehari-hari 
yang bisa menjadi sebuah prinsip hidup 
mereka sebagai berikut.

“Yari maballo kesipallambi’ yamo 
dibengan tok to maparrik duka na 
taeksia namakjekko” (Lisa).

“Saya akan memberikan penger-
jaan lahan kepada pihak yang le-
bih membutuhkan walaupun ada 
keluarga yang mampu” (Lisa)
 
Lisa mengatakan bahwa meski ada 

keluarga dekat yang mampu mengerjakan 
sawah, dia memberikan kepada orang yang 
lebih membutuhkan dan tidak mekjekko atau 
to malambu’ (orang yang jujur). Jadi, pemi-
lik lahan dengan niat membantu dan saling 

membutuhkan, tetapi kriteria kedua adalah 
orang yang mengelola harus jujur karena 
pemilik tidak selalu memantau setiap saat. 
Pengelolaan sawah dan hasilnya terkadang 
diterima dan dipercayakan sepenuhnya ke-
pada penggarap. Prinsip lain yang dikemu-
kakan oleh Tangdu, seperti kutipan berikut 
ini.

“Mesak kada dipotuo pantan kada 
dipomate” (Tangdu).

“Kita hidup untuk bersatu dan 
saling membutuhkan…lebih baik 
mati berkalang tanah daripada 
hidup bersama bangkai” (Tangdu).

Makna prinsip tersebut adalah persa-
tuan dan saling membantu saat susah harus 
didahulukan. Dengan arti lain, jika perbe-
daan itu ada sama artinya kita sudah mati. 
Mereka selalu berpedoman pada falsafah se-
gala tata kehidupan berdasarkan adat dan 
bersandar pada syariat. Begitulah prinsip 
yang seharusnya dimiliki oleh para pemi-
lik lahan dan penggarap sehingga tidak ada 
konflik dalam kerja samanya kelak.

Pemilik lahan dan penggarap memiliki 
kesepakatan tentang pembiayaan untuk bi-
bit dan lainnya. Apabila pengerjaan sawah 
atau lahan yang menanggung seluruh biaya 
pengolahan, maka pihak kedua mendapat-
kan dua bagian, sedangkan pihak pertama 
mendapatkan satu bagian jika perjanjian 

Pemilik Tanah Penggarap
Akad

Sipallambi’

Tanah Bibit, Pupuk, 
Racun, 

Tenaga, dll.

Pengelolaan

Hasil Panen

Imbangan Hasil

Padi 2/3

Imbangan Hasil

Padi 1/3

Gambar 5. Model Akad Bagi Hasil Muzara’ah
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hasil yang disepakati yaitu bagi tiga. Pengor-
banan yang diberikan oleh pemilik dan tena-
ga atau sumber daya yang dikeluarkan oleh 
penggarap semua dilakukan dengan niat sa-
ling menolong dan akan membuahkan hasil 
saling meringankan beban dan selanjutnya 
akan memberi hasil secara materi. Itulah 
makna sipallambi’ dalam konsep budaya 
Luwu yang dipercaya oleh masyarakat adat 
Ulusalu. Hal ini seperti prinsip yang dikemu-
kakan Melda pada kutipan berikut ini.

”Endara palek lasi balik, yari 
ke masussa naparallu sibalik” 
(Melda).

“Saat yang lain senang kita ber-
bahagia, saat yang lain sedih, kita 
harus membantu” (Melda).

Pernyataan Melda memberi makna 
bahwa bukan hanya pemilik lahan saja yang 
berniat sipallambi’ atau saling membantu 
tetapi penggarap juga mengerjakan dengan 
dasar dan niat yang sama. Budaya seper-
ti ini bukan hanya ditemukan pada sistem 
pertanian, tetapi sistem perniagaan, dan 
pinjam meminjam juga menggunakan asas 
sipallambi’. Hal ini banyak ditemukan pada 
keluarga yang memiliki anak lebih banyak 
atau anggota keluarga yang lebih besar. Bi-
asanya mereka memiliki anak yang sekolah 
dan butuh biaya banyak sehingga membu-
tuhkan keluarga lain untuk memberi ban-
tuan. Pemberian pinjaman ataupun hibah 

dengan maksud meringankan beban sesama 
itu dimaknai sebagai budaya sipallambi’.

Islam juga menganjurkan hal seper-
ti itu; “tolong menolonglah kamu dalam 
kebaikan dan janganlah kamu tolong me-
nolong dalam keburukan”. Subjek hukum 
dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik 
modal lahan dan penggarap. Isi perjanjian 
tersebut menentukan hak dan kewajiban 
masing-masing (Rahmawati, 2016; Unggul, 
2015; Wiranata, 2005: 231). Perjanjian yang 
banyak dilakukan di desa Ulusalu adalah 
perjanjian dengan hukum adat secara lisan 
(Bettinger, 2015; Bedner & Arizona, 2019; 
Sugarda, 2017; Umar & Kurawa, 2019). 

Selain model akad bagi hasilmuzara’ah 
ada juga model akad bagi hasil mukhaba-
rah. Akad bagi mukhabarah hampir sama 
dengan akad bagi hasil muzara’ah beda-
nya mukhabarah modalnya ditanggung 
oleh pemilik tanah. Mereka beralasan pada 
beberapa hadis yang melarang sistem bagi 
hasil mukhabarah. Perpaduan pada akad di 
atas menggambarkan adanya kebersamaan 
(togetherness) dalam ikatan kerja sama dan 
bisnis kedua belah pihak mendapatkan hasil 
secara materi dan secara ikatan tolong me-
nolong menjadi tali perikatan yang tidak ter-
hingga dibandingkan materi.

Perkembangan ilmu akuntansi seha-
rusnya juga menghitung nilai-nilai selain 
materi atau aset berwujud yang diperoleh, 
tetapi juga menghitung nilai aset tak berwu-
jud yang dibangun dengan adanya nilai ika-
tan sipallambi’ dalam setiap transaksi bisnis 

Gambar 6. Skema Praktik Sistem kerja Sipallambi’

Falasafah Kedatuan 
Luwu “Pattuppu Ria 

Ade’e Pasanre Ri 
Sara’e

Ade’
(Pelaksanaan Teknis Secara 

Adat)

Sara’
(Pelaksaan Adat Tidak 

Melanggar Agama)

Adat Sipallambi’ Bagi Hasil Secara Syar’i

Sistem Kerja Sama Sawah 
Adat
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yang melahirkan aset tak berwujud berupa 
kapuasan dan nama baik (Chaddad & Val-
entinov, 2017; Rizaldy, 2013).

Pemilik lahan ada juga yang memper-
oleh bagi hasil dengan menerima uang tu-
nai hasil penjualan gabah karena menurut 
pemilik lahan dan petani dalam kesepakat-
annya mereka tidak memiliki tenaga untuk 
mengangkut dan mengolah gabah menjadi 
beras. Selain itu, terkadang pemilik lahan 
menerima dalam bentuk gabah. Namun, ada 
beberapa sawah yang jauh untuk pengang-
kutan, maka hasil diterima dalam bentuk 
uang hasil penjualan gabah.

Penerimaan bagi hasil tidak menja-
di materi yang akan mengubah pemikiran 
mereka menjadi kapitalis dan lebih cinta 
terhadap materi tetapi lebih cinta terhadap 
hubungan dan rasa saling percaya, bahkan 
hal ini bisa menjadi amal ibadah bagi me-
reka. Nilai-nilai yang tersirat yang menjadi 
kepuasan kedua belah pihak dalam mem-
bangun ikatan kerja sama yang merupakan 
nilai kearifan lokal menciptakan sebuah 
nilai yang tidak terhingga yang dalam akun-
tansi disebut intangiable asset (Dewi, 2017; 
Hanif, 2017; Panggabean, 2013; Rahyuda et 
al., 2019).

Bagi hasil dalam islam ada beberapa 
rukun yang ditetapkan, salah satunya adalah 
akad. Akad adalah kesepakatan yang dibuat 
antara pemilik tanah dan penggarap di awal 
perjanjian. Di dalam akad inilah kedua be-
lah pihak membahas tentang imbangan bagi 
hasil apakah itu seperdua, sepertiga, atau 
seperempat. Setelah itu kedua belah pihak 
akan menentukan siapa yang menanggung 
benihnya dan kapan berakhirnya perjanjian 
bagi hasil tersebut. Gagasan skema alterna-
tif pembiayaan pertanian akad muzara’ah 
dan mukhabaah peneliti usulkan satu model 
yaitu model pembiayaan yang disepakti an-
tara kedua belah, baik itu pembiayaan dari 
pemilik tanah maupun dari penggarap (Alaro 
& Alalubosa, 2019; Shidiqie, 2017; Wahyuni, 
2013).

Secara garis besar pihak yang terli-
bat adalah petani pemilik tanah maupun 
penggarap. Skema model bagi hasil yang 
ini, akan menunjukkan bagaimana pro ses 
permodalan yang ditanggung oleh peng-
garap atau dalam Islam sama saja dengan 
akad muzara’ah dan proses permodalan dari 
pemilik tanah dalam Islam disebut akad 
mukhabrah. dan kemudian akan memperli-
hatkan skema pembagian hasil yang mere-

ka sepakati di awal akad dan fasilitas peng-
airan sawah juga akan menunjang hasil 
pertanian (Bosch, 2012). Konsep bagi hasil 
dalam akuntansi lebih banyak diteliti pada 
bidang perbankan, sementara dari sisi per-
tanian masih sangat jarang. Padahal, pen-
duduk pedesaan masih pada usaha perta-
nian sawah dan kebun (Dariah et al., 2018; 
Wiwin, 2019; Yunita 2017).

Menurut teori keadilan, skema mo-
del bagi hasil di atas sudah termasuk adil 
karena jika menggunakan sistem akad mu-
zara’ah penggaraplah yang mengeluarkan 
modal, sedangkan pemilik tanah hanya se-
batas memberikan tanahnya saja. Maka, 
pembagian hasil memang seharusnya peng-
garaplah yang memiliki lebih banyak bagian. 
Sementara itu, sistem akad mukhabrah 
pemilik tanah yang memiliki banyak bagian 
karena pemlik tanahlah yang mengeluarkan 
banyak modal, sedangkan penggarap hanya 
sebatas menyiapkan tenaga (Al-Daghistani, 
2016; Darmada et al., 2016 Hadrich et al., 
2017; Key, 2019; Kumar et al., 2017; Yasa, 
2015). 

Penganut teori adil proposional ber-
pandangan bahwa sesuatu di luar kemam-
puan manusia biasa. Adil dalam hal tidak 
merugikan sesama dan memberi manfaat 
antar sesama (Mourad, 2018). Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa teori keadilan untuk 
memberikan kebebasan, pendapatan, kese-
jahteraan, dan memberikan sumber kebaha-
giaan bukan hanya untuk diri sendiri tapi 
kepada orang lain (Layish, 2014; Razi, 2016).

Konsep yang didapat dalam penelitian 
ini adalah kemaslahatan. Kemaslahatan 
adalah mengambil manfaat dan menghindari 
bahaya dalam rangka memelihara tujuan 
syara’ hukum Islam. Apapun jenis peker-
jaan yang dikerjakan harus sesuai dengan 
hukum Islam.

Dengan menempatkan kemaslahatan 
sebagai tujuan, berbagai manfaat tentunya 
bisa dinikmati oleh orang-orang yang terli-
bat di dalamnya. Keyakinan bahwa kese-
jahteraan setiap orang adalah hal yang pa-
ling baik yang bisa kita rasakan dan sangat 
diperlukan dalam kehidupan. Usaha yang 
didasari dengan kemaslahatan bersama da-
lam bekerja pasti akan berkah. Begitu juga 
yang dirasakan oleh informanyang melaku-
kan sistem bagi hasil pertanian. Apa yang 
dilakukan masyarakat adalah upaya un-
tuk kemaslahatan setiap petani yang ada di 
Desa Ulusalu. Konsep sipallambi’ di desa ini 
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relevan dengan konsep kemaslahatan atau 
nilai-nilai untuk menebar kebaikan dan sa-
ling menolong.

Makna bagi hasil merupakan skema 
baik secara pembagian biaya maupun kese-
pakan hasil yang akan diperoleh oleh kedua 
belah pihak berupa profit sharing atau re-
venue sharing dalam bisnis. Namun, dalam 
dunia pertanian tradisional juga dikenal 
akan memberi hasil yang dibagikan sesuai 
dengan konsep sitinaja tanpa menghilang-
kan makna sipallambi antara kedua belah 
pihak. Nisbah bagi hasil menjadi hak kedua 
belah pihak dalam artian tidak ada pihak 
yang dirugikan dan mereka menerima hasil 
sesuai dengan modal yang ditanamkan dan 
semua harus bersifat adil, amanah, jujur 
tanpa ada kecurangan di dalamnya. Meski-
pun demikian, dalam masyarakat adat per-
janjian masih dalam bentuk kesepakatan 
lisan (Halabi & Carroll, 2015; Jack, 2015; 
Niswatin & Mahdalena, 2016).

Sistem bagi hasil yang dilakukan petani 
di Desa Ulusalu bukan semata-mata untuk 
memberikan atau membantu orang lain agar 
memperoleh pendapatan, tetapi untuk mem-
berikan kemaslahatan kedua belah pihak 
yang melakukan perjanjian. Dalam peneli-
tian ini peneliti menggunakan teori kemasla-
hatan dan teori keadilan karena peneliti 
menemukan bahwa petani di Desa Ulusalu 
melakukan sistem kerja sama bukan se-
mata-mata untuk keuntungannya sendiri 
tapi untuk kemaslahatan bersama yang di-
maknai dengan sipallambi’. Pembagian ha-
sil harus diutamakan keadilan di dalamnya 
(Mulawarman, 2020; Nathan & Rosli, 2016; 
Schorr & Lips, 2018).

Teori kemaslahatan dan keadilan ha-
rus juga dilandasi oleh paradigma relegius. 
Segala sesuatu yang dilakukan mengikuti 
ajaran Islam, maka akan menghasilan ber-
kah(barakka’) dan kemaslahatan bersama. 
Selain itu, selain saling menguntungkan 
kedua belah pihak, pekerjaan ini adalah un-
tuk saling menolong (Aziz et al., 2020; Tjoe, 
2016).

Nilai-nilai kearifan lokal menjadi nilai 
warisan yang dapat diterapkan dalam semua 
bidang, bisnis, pertanian, kehidupan ber-
masyarakat, dan hal lain yang menyentuh 
sisi kehidupan. Masyarakat adat Ulusalu 
bertahan hidup di lereng gunung Latimojong 
ratusan tahun dengan menjunjung nilai-
nilai adat di bawah naungan Kedatuan Luwu 
dengan Falsafah Pattuppu Ri Ade’E Pasanre 

Ri Sara’E. Falasafah tersebut dipegang teguh 
oleh masyarakat adat di Kedatuan Luwu, 
bahkan prinsip yang dipegang teguh oleh 
masyarakat Basse Sang Tempe, Latimojong 
diungkapkan oleh Palakbiran Kanna seo-
rang “Parengnge’ tokoh adat adalah “Mesak 
Kada Dipotuo Pantan Kada Dipomate” de-
ngan makna bahwa kita harus bersatu dan 
sama-sama hidup tidak bercerai berai. Sang 
rodoan tinting sangrendenan pajo-pajo. Bah-
kan, nilai-nilai ini dipesankan kepada anak 
cucu agar tetap dijaga dimanapun mereka 
berada hingga ke perantauan. 

Gambar 6 menyajikan skema praktik 
sistem kerja sipallambi’. ’Dari Gambar 6, kita 
lihat bahwa sistem kerja sawah adat oleh 
masyarakat adat itu tetap bertumpu pada 
falsafah yang ada dalam kedatuan mereka.

Fungsi kearifan lokal secara historis 
sebagai pelestarian budaya,pengontrol nor-
ma, hukum, bahkan bermanfaat membuang 
sifat-sifat keserakahan dalam jiwa. Secara 
umum nilai-nilai kearifan lokal menjadi 
fungsi komunikasi lisan, pesan, dan ber-
bagai pemaknaan yang lain yang merupakan 
kekhasan masing-masing masyarakat pada 
suatu wilayah adat. Fungsi lain sipallambi 
adalah menjadi tali perekat kekeluargaan 
tanpa sedarah, solidaritas persaudaraan, 
dan memaknai diri sebagai masyarakat so-
sial yang saling membutuhkan. Nilai yang 
ditimbulkan adalah abstrak tapi dirasakan 
sangat dekat dengan hati setiap orang yang 
melakukannya karena ini adalah sesuatu 
yang telah secara turun temurun mereka ya-
kini bahwa sipallambi akan memberi hara-
pan kehidupan labih baik di masa yang akan 
datang bagi anak cucu mereka sehingga 
mereka memiliki kepastian hidup yang lebih 
tenang (Fadhilah, 2013; Klibi, 2016; Manua-
ba et al., 2012; Masum et al., 2020; Ovando 
et al., 2016).

SIMPULAN 
Sistem pertanian yang ada mengalami 

perkembangan, tetapi tidak menghilangkan 
asas dasar dalam adat yaitu sipallambi’. Ja-
man dulu sipallambi’ dimaksudkan untuk 
membantu yang mengalami kesusahan tan-
pa ada kesepakatan bagi hasil dan semua ha-
sil diambil oleh penggarap untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya. Masyarakat adat Ulu-
salu adalah masyarakat adat dalam wilayah 
Kedatuan Luwu dengan falsafah “Pattuppu 
Ri Ade’E Pasanre Ri Sara’E” dengan makna 
bahwa segala sesuatunya berdasarkan adat 
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dan disandarkan pada syariat sehingga pa-
ham kapitalisme dalam bagi hasil pertanian 
tidak dibenarkan kecuali sistem sipallambi’ 
dan disandarkan pada nilai-nilai syariat Is-
lam.

Sipallambi’ sebagai nilai-nilai yang ada 
secara turun temurun dalam masyarakat 
adat Ulusalu dapat menjadi dasar dalam 
sistem bagi hasil dengan mengutamakan 
rasa saling membantu sebagi makhluk so-
sial dan berbagi hasil sebagai manfaat to-
long menolong, berkah dari doa dan usaha 
bersama dengan memadukan sumber daya 
yang dimiliki baik dari pihak pemilik lahan 
maupun dari pihak penggarap. Nilai-nilai ini 
memperlihatkan adanya ikatan sosial antara 
pemilik lahan dan penggarap setelah bagi 
hasil dibandingkan dengan sistem bagi hasil 
yang konvensional. Sistem kapitalis hanya 
terikat dengan materi dan setelah pemba-
gian materi yang diharapkan maka selesai 
pula kerja samanya. Dalam temuan peneli-
tian lain yang merupakan kelemahan peneli-
tian sistem sipallambi’ ini adalah kesepaka-
tan-kesepakatan yang dibuat masih dalam 
bentuk lisan tidak secara tertulis, meski be-
lum didapatkan konflik di dalamnya karena 
ini tata cara mereka secara turun temurun. 
Kedua belah pihak dengan fungsinya ma-
sing-masing. Pihak pertama sebagai pihak 
mapallambi’ dan pihak kedua sebagai pihak 
dipallambi’. Namun, setelah terjadi kesepa-
katan kerja sama dan saling melengkapi, hal 
tersebut dikenal dengan sistem sipallambi’.

Penelitian ini memiliki keterbatasan 
bahwa yang diteliti seputar masyarakat adat 
Ulusalu yang ada di sekitar pegunungan La-
timojong yang belum terlalu banyak terkon-
taminasi dengan dunia modern, sehingga 
bisa saja berbeda dengan nilai-nilai yang ber-
laku pada masyarakat adat yang lain. Selain 
itu perkembangan nilai dan pergeseran nilai 
akuntansi lebih cepat dibanding kekuat an 
yang dimiliki dalam mempertahankan nilai-
nilai adat yang ada sehingga penelitian hari 
ini bisa saja berbeda dengan penelitian se-
lanjutnya.
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